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BAB. |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas dan kewajiban KPU yang diamanatkan di dalam undang- undang pemilu
adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Evaluasi secara umum diartikan
sebagai kegiatan untuk mengkaji sebuah program atau kegiatan yang dimaksudkan
menemukan permasalahan dan kendalayang dihadapi, mengidentifikasi keberhasilan dan
faktor-faktor yang menyebabkannya serta menilai capaian dari program tersebut. Evaluasi
pemilu itu sendiri merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan
pemilu guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan
pemilu, serta mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga
akan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di
masa mendatang. Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tahun 2024
yang selesai dilaksanakan, KPU menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan
pemilu tersebut. Evaluasi merujuk kepada pendapat William Dun (2014:2) adalah Policy
analysis is a process of multidisciplinary inquiry aiming at the mation. As a problem-

solving discipline, it draws on social science methods, theories, and substantive findings

to solve practical problems.1 Evaluasi melibatkan serangkaian kegiatan unuk melakukan
penaksiran (appraisal), memberi skor (rating), dan menilai (assessment), segala hal yang
berhubungan dengan cara untuk memproduksi dan melakukan analisis informasi berkaitan
dengan nilai dan manfaat dari kebijakan. Dalam kerangka tersebut, evaluasi pemilu
serentak tahun 2024 ini mencakup penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemily,
kelembagaan penyelenggara pemilu (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan
tahapan dan non-tahapan pemilu), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi
kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Adapun ruang lingkup obyek
evaluasi mencakup penyelenggaraan pemilu oleh KPU, KPU  Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
dan Badan Adhoc. Penyelenggaraan evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini menghadapi
tantangan berupa keterbatasan waktu yang tersedia, mengingat bahwahingga saat ini masih
terdapat tahapan pemilu berupa penetapan hasil pemilu secara nasional yang belum
selesai karena masih adanya perselisihan hasil pemilu yang berlangsung di Mahkamah
Konstitusi. Di samping itu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, juga sedang
menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak. Berbagai tantangan
tersebut di atas mendorong KPU untuk memilih dan menentukan pendekatan dalam
penyelenggaraan evaluasi yang diharapkan tidak akan terlalu membebani pelaksanaan
tugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan
Kepala Daerah serentak, namun masih dapat menghasilkan capaian hasil evaluasi yang
akurat dan akuntabel. Oleh karenanya, evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan
instrumen survey, dimana kuesioner survey diisi oleh KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota. Data yang diperoleh dari survey ini akan diolah lebih lanjut untuk

menghasilkan potret penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota



DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 besertakendala, hambatan,

capaian dan saran perbaikannya. Evaluasi diharapkan dapat berguna untuk mencari dan

menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak (eksplanasi) sehingga dapat

dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai

semua hubungan dari semua realitas yang diamati, mengantisipasi perubahan yang

cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya, mengukur tingkat kesesuaian

standar kinerja suatu kebijakan, mengukur cost effectiveness dan cost- efficiency,

mengetahui dampak dari kebijakan, sebagai kontrol terhadap kebijakan (mengetahui

apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan

cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya), serta menghasitkan rekomendasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Peraturan KPU:

a.

h.

PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024;

PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan
Umum;

PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota

PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 tahun 2022
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

PKPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022

tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Daerah;

PKPU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan
Pemilihan Umum;
PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
l.  PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022

tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Sistem Informasi Data Pemitih;

m. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota;

n. PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah;

0. PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam

Pemilihan Umum;

p. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

q. PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023
tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

r.  PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

s. PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden;

t.  PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023
tentang Kampanye Pemilihan Umum;

u. PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

v. PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

w. PKPU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun
2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,
dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum:;

X. PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam

Pemilihan Umum;

3. Keputusan KPU:

a. Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Serentak Tahun 2024;

b. Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik

Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan



Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;

¢. Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan
Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai politik Peserta Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk
Dokumen Fisik;

d. Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

¢. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

f. Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah
Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

g. Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2024.

4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU:

a. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang
Pedoman Penyediaan Data dan informasi dalam pengelolaan dan pelayanan
infarmasi publik di Lingkungan KPU RI;

b. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Rl Nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

¢. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Rl Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang
Pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggungjawab Pengguna Barang pada
Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa
Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pengelolaan
Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

C. TUJUAN:

Kegiatan evaluasi pada umumnya memiliki banyak tujuan yang beragam. Ragam
tujuan ini dapat dipilih salah satu atau lebih, tergantung orientasi dan arah yang ingin
dicapai oleh pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan evaluasi.

Adapun ragam tujuan evaluasi secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi bertujuan untuk menyediakan pertimbangan-pertimbangan rasional dan
berbasis data/bukti yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat
terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya.



Evaluasi dapat juga bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja
suatu kebijakan dengan prakteknya di lapangan. Setiap kebijakan, program dan
kegiatan pada dasarnya harus dibuat berdasarkan standar tertentu yang disepakati
atau yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Kegiatan evaluasi
dalam hal ini dapat membantu penilaian atas derajat pencapaian standar dan

sasaran kebijakan tersebut.

Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur cost effectiveness dan cost- efficiency.

Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya

pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat
diketahui.

Evaluasi juga dapat bertujuan untuk mengukut dampak dari kebijakan, untuk

memperlihatkan pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat.

Evaluasi juga dapat bertujuan untuk menyediakan instrumen kontrol terhadap
kebijakan atau program vyang sedang dikerjakan. Evaluasi bertujuan untuk
mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat
penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi juga dapat menjadi instumen untuk menghasilkan rekomendasi untuk
perbaikan kebijakan atau program di masa mendatang. Evaluasi bertujuan untuk
mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab
akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang
akan datang.

Evaluasi juga bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang
terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan
dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang
diamati.

Evaluasi Pemilu Serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU ini secara khusus

memiliki tujuan untuk :

1. Menilai penyelenggaraan pemilu tahun 2024: baik
dari aspek tahapan pemilu, non-tahapan pemilu,
dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh

tingkatan.

S

. Membangun model dan standar evaluasi pemilu: yang
mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan
standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi
menjadi model dan standar evaluasi pemilu dan

pemilihan kepaladaerah di masa mendatang.



D. MANFAAT :

Evaluasi Pemilu serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU ini bermanfaat untuk
menemukenali permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta
kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan
dapat dipergunakan oleh internal KPU, dan juga dapat disampaikan kepada stakeholder
pemilu, yang mencakup pemerintah, DPR dan pihak-pihak lainnya. Di samping itu,
penyelenggaraan kegiatan evaluasi ini bermanfaat untuk menghasilkan model dan standar
kegiatan evaluasi yang akan dapat dipergunakan oleh KPU untuk melakukan evaluasi pemitu
dan pemilihan di masa mendatang. Manfaat ini sangat penting, karena hingga saat ini, KPU
belum memiliki pola, model dan standar kegiatan evaluasi baku yang dapat diterapkan
secara konsisten dan akuntabel untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Di samping
itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga membawa
beberapa manfaat yang secara umum berguna untuk penguatan organisai KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun manfaat kelembagaan yang diperoleh dari kegiatan

evaluasi ini adalah:

1. Manfaat dalam menyediakan penilaian dan rekomendasi untuk pengembangan
kualitas kinerja pegawai. Temuan yang didapatkan dari hasil evaluasi pada aspek
kinerja implementasi kebijakan atau program dapat menghasilkan saran atau
masukan kepada pimpinan lembaga terkait kinerja pegawai dalam mengatasi
permasalahan pelanggan (Halimah, 2020). 13

2. Evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga menghasilkan informasi terkait tingkat
kepatuhan aparatur dalam menjalankan perintah undang- undang dan kebijakan
organisasi. Informasi ini bermanfaat untuk merumuskan upaya perbaikan kepatuhan
dan perilaku aparatur di masa mendatang.

3. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong akreditasi
organisasi berdasarkan standar internasional (sertifikasi 1S0). Sertifikasi 1SO ini
menjadi bagian dari arah kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan
pemerintah untuk mendorong kinerja kinerja organisasi pemerintah dalam
menghadapi tantangan kredibilitas atau akurasi kebijakan dengan tujuan untuk
melindungi masyarakat yang menggunakan jasa pada suatu lembaga.

4. Evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam membudayakan
praktek akuntabilitas di dalam organisasi KPU di seluruh tingkatan.

5. Hasil evaluasi pemilu serentak ini juga bermanfaat dalam menyediakan umpan balik
bagi pimpinan dan pegawai KPU terhadap pelayanan social yang telah diberikan oleh
KPU.

6. Hasil evaluasi pemilu serentak ini, dalam beberapa aspek tertentu, dapat menjadi
triger untuk munculnya penemuan teori baru terkait dengan manajemen pemilu,
misalnya terkait dengan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu adhoc, penggunaan
sistem IT dalam pemilu, dan lain-lain. Tentunya hal ini mempersyaratkan adanya

penelitian lanjutan atas beberapa temuan hasil evaluasi pemilu serentak.



A. KRITERIA EVALUASI
Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteri

metode analisis

BAB. 1l

DESAIN EVALUASI

lainnya.

Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilai

kebijakan dan program. Evaluasi terutam

stik yang membedakannya dari metode-
Menurut Dunn (2003:608-609),
karakteristik yang membedakannya dari metode-metg

1.

evaluasi mempunyai sejumlah
de analisis kebijakan lainnya.

an menyangkut keperluan atau nilai suatu

Ja merupakan usaha untuk menentukan

manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha

mengumpulkan informasi mengenai hasil a

ksi kebijakan yang terantisipasi. Karena

ketepatan tujuan dan 16 sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi

mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujua
Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan eval
Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau
kinerja yang tertinggi {atau rendah) diperluk]

berharga bagi sejumlah individu, kelompok a

n-tujuan dan sasaran itu sendiri;

lasi tergantung baik fakta maupun nilai.
rogram tertentu telah mencapai tingkat
in tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan

au seluruh masyarakat. untuk menyatakan

demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual

merupakan konsekwensi dari aksi- aksi yan
tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupa
Orientasi masa kini dan masa lampau. Tunty
tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sel
masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif d
Rekomendasi yang juga mencakup premis- pr

sebelum aksi-aksi (ex-ante);

g dilakukan untuk memecahkan masalah
kan prasyarat bagi evaluasi;

itan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-
arang dan masa lalu, ketimbang hasil di
an setelah aksi- aksi dilakukan (ex-post).

emis nilai, bersifat prospektif dan dibuat

Dualitas Nilai. Nilai-nitai yang mendasari tunfutan evaluasi mempunyai kualitas ganda,

karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan

rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai
(diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (d
pencapaian tujuan lain).
merefleksikan kepentingan relatif dan saling
Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan di
berurutan, maka evaluasi kebijakan merupak
Namun demikian, ada beberapa ahli yang men

merupakan tahap akhir dari proses kebijakan

Nilai-nilai sering

ang ada dapat dianggap sebagai intristik
iperlukan karena hal itu mempengaruhi
ditata di yang

etergantungan antar tujuan dan sasaran.

dalam suatu hirarki

pandang sebagai suatu pola kegiatan yang
an tahap akhir dalam proses kebijakan.
gatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan
publik. Pada dasarnya, kebijakan publik

dijatankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari

masalah yang telah dirumuskan sabelumnya.
program kebijakan publik meraih hasil yang
publik gagal meraih maksud atau tujuan yan
demikian, evaluasi kebijakan ditujukan 17 un
kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebij

dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang ¢
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bih singkat evaluasi adalah kegiatan yang




bertujuan untuk menitai “manfaat” suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003), kriteria-
kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) [tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil
(akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas
yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit
produk atau layanan atau nilai moneternya;

2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan |jumlah usaha yang diperlukan untuk
meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan
rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang
terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;

3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnyad hubungan antara alternatif kebijakan dan
hasil yang diharapkan;

4, Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan [rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk
pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok- kelompok yang berbeda dalam
masyarakat;

5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat
memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai Kelompok- kelompok masyarakat tertentu.
Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua
kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika
belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari
adanya kebijakan; 18

6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan
dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak
berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-
sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada
kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Evaluasi pemilu ini dirancang
berdasarkan atas beberapa kriteria mengacy kepada pendapat Frohock, Poister, dan
Edwards Schuman kriteria berikut:
1. Kesesuaian penyelenggaraan pemilu dengar tujuan pemilu.
2. Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.

3. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan publik.

B. PRINSIP EVALUASI

Prinsip Evaluasi Evaluasi pemilu Serentak tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip berikut:

1. Kombinasi antara penilaian mandiri oleh| masing-masing satuan kerja (satker) di
lingkungan KPU dengan penyediaan bukti-bukti administrative (Self assessment
combined with evidence based evaluation).

2. Prinsip Comprehensiveness yang berarti bghwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada

penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tattapan pemily, dan evaluasi kelembagaan
(organisasi).
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3. Prinsip Partisipatif, yang berarti bahw

dengan melibatkan seluruh satuan kerja

KPU Kabupaten/Kota, dan unsur masyarak

C. METODE EVALUASI

Evaluasi Pemilu tahun 2024 ini menggunakan me

dipergunakan untuk mendapatkan faktor-faktor g

keberhasilan capaian dalam penyelenggaraan Tah

a kegiatan evaluasi ini diselenggarakan
(satker) di lingkungan KPU, KPU Provinsi,

at.

tode kualitatif. Adapun metode kualitatif
enyebab kegagalan dan faktor pendukung

apan Pemilihan

Tahun 2024. Adapun jenis data yang dipergungkan dalam evaluasi ini terdiri atas data

primer yakni data yang diperoleh dari informan yang mencakup Komisioner dan Sekretariat

KPU Kabupaten Sikka dan data sekunder yang teridiri atas dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, dokumen administrasi dan keuangan.

Disamping itu data sekunder ini juga mencakup bahan hukum primer mencakup perundang-

undangan dan bahan non hukum. Penggalian data

(primer maupun sekunder) dilakukan KPU

Kabupaten Sikka dengan metode pengisian kuesioner melalui link
https://linktr.ee/evaluasi_pemilu_2024 yang telah disediakan oleh KPU RI.
SUB- :
DIMENSI DIMENSI INDIKATOR PERTANYAAN

Apakah Pantarlih dibentuk tepat waktu?

Jika tidak, apa permasalahannya?
Jadwal tahapan Apakah jadwal tahapan pada proses
pada proses penyusunandaftar pemilih sudah
penyusunan DPT memadai?

Jika tidak, tahapan mana periu ditambah

waktunya?

Apakah jumlah Pantarlih sesuai dengan
persentase antara jumlah TPSyang terbentuk?
jumltahPantarlih
dengan jumlah TPS |Apa kendala dalam rekrutmen Pantartih?
yang terbentuk

Apakah PKPU 7/2022 tentang

Penyusunan DaftarPemilih dapat

Pendaftar Kesesuaian PKPU dilaksanakan secara utuh?
TAHAPAN |- dalam s ,
Semilih pelaksanaannya di Jika tidak, apa permasalahannya?
seluruhtingkatan Apakah SK KPU 27/2023 tentang
penyelenggara Pedoman TeknisPenyusunan Daftar
satker KPU dan Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami?
Badan Adhoc

Berapa persen kesesuaian data bahan
coklit denganhasit coklit yang
dilaksanakan Pantarlih?

Apakah Pantarlih bekerja sesuai dengan
ketentuanperundang-undangan?

Jika tidak, apa bentuk penyimpangan
yang seringterjadi?

Persentase Pantarlih
yangmenggunakan
alat bantu ecoklit]
dalam tahapan
coklit

Berapa persen Pantarlih yang menggunakan
ecoklit?
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https://linktr.ee/evaluasi_.pemilu_2024

Penyusunan
dan
Penetapan
DPS

Apakah DPS ditetapkan sesuai jadwal?

Jika tidak, apa penyebabnya?

Masukan Masyarakat

Berapa jumlah masyarakat yang
mengakses linkcekdptonline?

Berapa jumlah masukan masyarakat untuk
perbaikanDPS dan DPT?

Berapa jumlah masukan
masyarakat yangditindaklanjuti
oleh KPU dan jajarannya?

Penyusunan
dan
Penetapan
DPT

Faktor apa saja yang mempengaruhi
perubahanpenetapan DPT?

Apakah DPT ditetapkan sesuai jadwal?

Jika tidak, apa penyebabnya?

Permasalahan Hukum

Apakah terjadi kasus pelanggaran datam
pendaftaranpemilih?

Jika ya:

Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?

Berapa jumlah perbaikan daftar pemilih
yang dilakukansebagai tindak lanjut dari
putusan Bawaslu?

Berapa jumlah Pantarlih, PPS, PPK, KPU
Kab/Kotayang mendapat sanksi?

Pendaftara
n Peserta
Pemilu

Kesesuaian PKPU
dalam
pelaksanaannya

Apakah PKPU tentang Pendaftaran
Partai PolitikPeserta Pemilu dapat
dilaksanakan secara utuh?

Jika tidak, apa permasalahannya?

Verifikasi Calon
PesertaPemilu

Apakah semua Partai Politik Calon
Peserta Pemiluyang telah lulus
verifikasi administrasi, dilakukan
verifikasi faktual?

Apabila tidak dilakukan verifikasi
faktual, sebutkanalasan-alasannya?

Apakah dilakukan koordinasi dengan
Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada
tingkatan masing-masingdalam
pelaksanaan verifikasi faktual?

Jika tidak, jelaskan alasannya!

Layanan HelpdesK

Apakah dibentuk layanan Helpdesk untuk
Partai PolitikCalon Peserta Pemilu?

Apabila tidak dibentuk layanan
Helpdesk? sebutkanalasannya?

Berapa jumlah bakal calon peserta
pemilu yangmengakses layanan
Helpdesk?

Pemutahiran
Keanggotandan
Pengurus Partai
Politik

Apakah dilakukan
verifikasi/pencermatan oleh KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
apabila Partai Politik Peserta Pemilu
tetah melakukan Pemutahiran
Keanggotan dan Pengurus Partai Politik?

Jika tidak, jelaskan alasannya!

Apakah penggunaan Aplikasi Sipol
membantu dalam proses tahapan
verifikasi faktual Partai Politik Calon
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Sipol

Peserta Pemilu?

jika tidak membantu, sebutkan alasannya?

Permasalahan Hukum

Apakah terdapat pelanggaran dan
sengketa proses pada saat pelaksanaan
verifikasi faktual Partai PolitikCalon
Peserta Pemilu?

Jika ya:

Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?

apa pokok masalah pelanggarannya?

berapa jumlah sengketa yang terjadi?

Apa pokok masalah yang disengketakan?

Parpol Lokal Aceh

Apakah terdapat masalah dalam tahapan
pendafataranpartai politik lokal di Aceh?

Jika ya, apa saja permasalahannya?

Daerah
Pemilih
an

Kesesuaian PKPU
dalam
pelaksanaannya

Apakah PKPU 6 Tahun 2022 dan Keputusan
KPU 488Tahun 2022 dapat
diimplementasikan dengan baik datam
penataan dapil dan alokasi kursi?

Jika tidak:

Apa kendala yang anda hadapi?

Bagaimana KPU Kab/Kota mengatasinya?

Kualitas Data

Apakah data kependudukan dan data
wilayah administrasi sebagai bahan
pembuatan daerahpimilihan akurat?

kepen.dudukan Jika tidak, bagaimana cara KPU
danwilayah Kab/Kotamengatasinya?

Apakah 7 prinsip penentuan Dapil dapat
Keterpenuhan dilaksanakan?
Prinsip Jika tidak, prinsip mana yang paling

Penentuan Dapil

sulit untukdipenuhi?

Permasalahan Hukum

Apakah terdapat pelanggaran dan
sengketa prosesdalam proses penentuan
Dapil?

Jika ada:

Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?

apa pokok masalah pelanggarannya?

berapa jumlah sengketa yang terjadi?

Apa pokok masalah yang disengketakan?

Koordinasi-

Apakah KPU Prov/Kab/Kota metakukan
koordinasidengan pihak-pihak terkait
dalam pelaksanaan tahapan
pencalonan?

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Kepolisian

Pengadilan

Jika tidak, apa penyebabnya?
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Pencalonan

Kesesuaian PKPU
dalam
pelaksanaannya

Apakah Peraturan KPU pencalonan dapat
diimplementasikan dengan baik datam
pelaksanaantahapan pencalonan?

Jika tidak, apa penyebabnya?

Penetapan DCS

Apakah Daftar Calon Sementara (DCS)
ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota tepatwaktu?

Jika tidak, apa penyebabnya?

Masukan Masyarakat

Apakah ada Masukan dan Tanggapan
Masyarakat terhadap Daftar Calon
Sementara yang berdampakkepada
Penggantian Calon Anggota DPRD
Provinsiatau Anggota DPRD
Kabupaten/Kota?

Jika ada, apa kategori masukan masyarakat
tersebut?

Penetapan DCT

Apakah Daftar Calon Tetap (DCT) telah
ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota tepatwaktu?

Jika tidak, apa penyebabnya?

Apakah setelah ditetapkan Daftar Calon
Tetap AnggotaDPRD Provinsi atau Anggota
DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan
perubahan terhadap Daftar Calon Tetap?

Jika ya, sebutkan alasan perubahan DCT
dimaksud

Permasalahan Hukum

Apakah terdapat pelanggaran dan
sengketa TUNPemilu dalam tahapan
pencalonan?

Jika ada:

Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?

apa pokok masalah pelanggarannya?

berapa jumlah sengketa yang terjadi?

Apa pokok masalah yang disengketakan?

Apakah bakal calon menggunakan aplikasi
SILON ?

Apa saja kendala yang muncul dalam
penggunaanaplikasi SILON?

Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga
Kampanye (APK}dan Iklan Kampanye yang
diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan
KPU Nomor 15 Tahun 2023 serta
perubahannya, dan Keputusan KPU Nomor
1621 Tahun 2023 serta perubahannya
sudah ideal dengan kemampuan anggaran
yang ada?

jika tidak apa alasannya?

Apakah dalam pelaksanaan kampanye,
Peserta Pemilu sudah mematuhi
peraturan untuk memberitahukan
rencana pelaksanaan kampanyemelalui
Surat Pemberitahuan Kampanye
kepada kepolisian?

Jika tidak, apa alasanya?
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Kampanye

Kesesuaian PKPU
dalam
pelaksanaannya

Apakah Peserta Pemilu memenuhi
tanggung jawabuntuk pembersihan Alat
Peraga Kampanye yang dipasang dengan
baik?

Jika tidak, apa alasanya?

Apakah batas waktu rilis SK pada 1
(satu) hari sebelum pelaksanaan
masa kampanye denganmetode
Rapat umum sudah cukup untuk
mempermudah koordinasi dengan
Polri?

Jika tidak, apa alasanya?

SIDEKA

Apakah peserta pemilu
memanfaatkan aplikasiSIKADEKA?

Berapa persen peserta pemilu yang
memanfaatkanaplikasi SIKADEKA?

Apa kendala yang muncul dalam
penggunaan aplikasiSIKADEKA?

Kepatuhan
PelaporanDana
Kampanye

Berapa persen peserta pemilu yang
mematuhiketentuan pelaporan dana
kampanye?

Jika ada yang tidak memenuhi
ketentuan pelaporandana kampanye:

Jumlah peserta pemilu yang tidak
menyampaikan rekening khusus dana
kampanye

Jumlah peserta pemilu yang tidak
menyampaikan Laporan Awal Dana
Kampanye (LADK)

Jumlah peserta pemilu yang tidak
menyampaikan LPPDK

Apakah seluruh laporan dana kampanye
diaudit oleh KAP?

iApakah ada temuan dari hasil audit oleh
KAP?

Uika ada:

jumlah transaksi yang tidak dilengkapi
dengan bukti transaksi

Jumlah sumbangan dari pihak yang dilarang

Jumlah sumbangan yang melebihi batas

[Apa kendala yang dihadapi KPU dalam
memfasilitasi audit dana kampanye oleh
KAP?

Apa kendala yang dihadapi KAP dalam
melaksanakan audit dana kampanye?

Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa
terkait kampanye?

Jika ada:

Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?

apa pokok masalah pelanggarannya?

berapa jumlah sengketa yang terjadi?

Apa pokok masalah yang disengketakan?

pakah terdapat KPPS tidak memahami
peraturan dan pedoman penyelenggaraan
pemungutan dan penghitungan suara?

Jika ada, apa aspek yang tidak dipahami?
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Ketepatan
Waktu
Rekapitulasi
Suara

Apakah KPU Kab/Kota melaksanakan
rekapitulasisuara tidak sesuai dengan
jadwal?

Jika tidak:

jenis pemilu apa yang rekapitulasinya
tidak sesuaijadwal?

apa penyebabnya?

Apakah KPU Provinsi melaksanakan
rekapitulasi suaratidak sesuai dengan
jadwal?

Jika tidak:

jenis pemilu apa yang rekapitulasinya
tidak sesuaijadwal?

apa penyebabnya?

Penggunaan Sirekap
olehPPK, KPU
Kab/Kota/Provinsi

Apakah penggunaan apitkasi Sirekap oleh
PPK, KPUKab/Kota dan KPU Provinsi
berjalan dengan baik?

Jika tidak, berapa persen kasus terkait
kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap
oleh PPK, KPU Kab/Kotadan KPU Provinsi?

Apa faktor yang menyebabkan kegagalan
dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh
PPK, KPU Kab/Kotadan KPU Provinsi?

Apa penyebab muncutnya masalah dalam
penayanganhasil rekapitulasi suara secara
realtime melalui Sirekap?

Permasalahan
Hukum dalam
Rekapitulasi Suara

Apakah terdapat kasus pelanggaran
dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK,
KPU Kab/Kota dan KPUProvinsi?

Jika ada:

Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?

apa pokok masalah pelanggarannya?

berapa jumlah sengketa yang terjadi?

Apa pokok masalah yang disengketakan?

Ketepatan Waktu
dalamPenetapan
Hasil

Apakah tahapan penetapan hasil pemilu
dilaksanakansesuai dengan jadwal yang
ditetapkan?

Jika tidak:

jenis pemilu apa yang penetapan hasilnya
tidak sesuaijadwal?

apa kendala yang dihadapi dalam proses
penetapanhasil pemilu?

Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU)
di wilayahanda?

Pilpres

Pemilu DPR

Pemilu DPRD Provinsi

Pemilu DPRD Kab/Kota

Pemilu DPD
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sebagaimana disebutkan dalam renstra?

pakah dalam menyelenggarakan sosialisasi,
KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan
koordinasi dengan stackholder terkait?
Apakah sosialisasi oleh KPU
Provinsi/Kab/Kota dilakukan dengan
berbasis teknologi informasi yang
terintegrasi?
Apakah dalam merencanakan sosialisasi,
KPU Provinsi/Kab/Kota memetakan
kelompok sasaran yang akan dituju?
Berapa persen jumlah ketercapaian
sosialisasi berdasarkan kelompok sasaran?
Apakah terdapat kecukupan anggaran dalam
upaya mencapai kelompok sasaran yang
sudah ditetapkan?
Apakah ketersediaan alat bantu sosialisasi
bagi kelompok disabilitas sudah memadai?
Berapa banyak jumlah media elektronik
yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU
Provinsi/Kab/Kota?

Berapa banyak jumlah media sosial yang
digunakan untuk sosialisasi oleh KPU
Provinsi/Kab/Kota?

Apakah tingkat partisipasi masyarakat yang
hadir ke TPS sesuai dengan target yang
ditetapkan?

Berapa persen tingkat keabsahan surat
suara pemilu?

iApakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan
survei terhadap tingkat kesadaran pemilih
setelah dilakukan sosialisasi?

Berapa banyak liputan media dalam
menyebarkan informasi, berita,dan program
edukasi pemilih?

Seberapa banyak keterlibatan instansi
Pemerintah Daerah/BUMD dalam
melaksanakan sosialisasi?

Seberapa banyak keterlibatan lembaga
swasta/non pemerintah dalam
melaksanakan sosialisasi?
Seberapa banyak keterlibatan lembaga
pendidikan dalam melaksanakan sosialisasi?
Apakah regulasi Logistik Pemilu dapat
dilaksanakan dengan baik?
Jika tidak, pada bagian mana dalam regulasi
tersebut yang sulit diimplementasikan?
pakah jumlah kebutuhan logistik yang
ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan
pemungutan suara di Provinsi/Kab/Kota?
Jika tidak:

Apa saja jenis logistik pemilu yang kurang?

Berapa jumlah kekurangannya?

Mengapa kekurangan tersebut terjadi?

Apakah alokasi anggaran sudah tersedia
sebelum pelaksanaan pengadaan
barang/jasa logistik pemilu?

Apakah perencanaan anggaran yang
tersedia padaDIPA mencukupi untuk
pengelolaan logistik pemilu?
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SDM Pengadaan

Apakah jumlah pegawai yang
mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan
Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota
mencukupi untuk pelaksanaan
Pengadaan Logistik Pemilu?

Apakah ada pegawai yang tidak
mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan
Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota
yang melakukan aktifitas Pengadaan
Barang dan Jasa?

Apakah Jumlah Kelompok Kerja
Pengadaan Barangdan Jasa untuk
kebutuhan tahapan pengadaan Logistik
Pemilu sesuai dengan jumlah Pengadaan
Barang dan Jasa setiap jenis logistik
Pemilu?

Pengadaan logistik

Apakah pengadaan Logistik Pemilu
dilaksanakan tepatwaktu sesuai jadwal?

Jika tidak, apa penyebabnya?

Dalam hal penyusunan jadwal
pengelolaan LogistikPemilu, apakah
sudah memperhitungkan waktu mitigasi
resiko dalam pengadaan, distribusi dan
inventarisasi dan pemeliharaan Logistik
Pemilu?

Apakah dokumen persiapan pengadaan
Logistik Pemilu dimaksud telah
dilakukan review oleh APIP?

Apakah terdapat dokumen kerjasama
dengan segenappemangku kepentingan
terkait keselamatan dan keamanan
pendistribusian termasuk pengawalan dari
aparat keamanan Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Republik
Indonesia?

Keterlibatan
stakeholder

Siapa saja stakeholder yang terlibat
membantupelaksanaan keselamatan
dan keamanan pendistribusian
Logistik Pemilu?

Apakah terdapat kendala
koordinasi dalam pelaksanaan
pengamanan dan pengawalan
pengiriman dan distribusi logistik
Pemilu?

Jika ada, apa saja kendalanya?

Ketersediaan
dokumen

Apakah tersedia dokumen prosedur
dalam pelaksanaan pengamanan
pendistribusian LogistikPemilu?

Adakah dokumen pemetaan daerah
prioritas pendistribusian Logistik Pemilu di
KPU Prov/Kab/Kota?

Variabel apa yang menjadi dasar dalam
pemetaandaerah prioritas
pendistribusian logistik ?

Permasalahan hukum

Apakah terdapat permasalahan hukum
dalam prosespengadaan Logistik Pemilu?

Apakah permasalahan hukum
tersebut sudahditindaklanjuti?

Berapa persentase sanggahan yang
ditindaklanjutioleh Kelompok Kerja
Pemilihan?

Berapa persentase efisiensi anggaran
Pengadaan Logistik Pemilu
(membandingkan nilai kontrak dengannilai
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HPS)?

Monitoring

Apakah sebelum diproduksi massal
dilakukan validasicontoh cetak produk
Logistik Pemilu oleh PPK KPU
Prov/Kab/Kota?

Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan
monitoring produksi di pabrik?

Adakah dokumen standarisasi kualitas
surat suarauntuk mengkategorikan
baik,rusak atau cacat?

Apakah KPU Prov/Kab/Kota
menggunakan sisteminformasi untuk
melakukan monitoring proses
pengiriman logistik dari penyedia ke
gudang KPU Kabupaten/Kota ?

Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi
hambatan ataugangguan Pengirimanan
logistik dari penyedia ke
Kabupaten/kota?

Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat
memenuhi standar tempat
penyimpanan/gudang Logistik Pemilu
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?

Adakah peran Pemerintah Daerah untuk
mendukung penyediaan tempat
penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?

Apakah dilakukan sortir dan hitung
terhadap logistikPemilu setelah
diterima dari pabrik?

Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat
memenuhi standar pemeliharaan
terhadap logistik Pemilu untukmenjaga
kualitas Logistik Pemilu selama disimpan
ditempat penyimpanan/gudang Logistik
Pemilu?

Apa saja kendala yang muncul dalam
pengadaan dandistribusi logistik pemilu?

Peraturan Teknis

Apakah petunjuk teknis sebagai acuan
KPU,KPUProvinsi dan KPU Kab/Kota
dalam Penyelesaian perkara hukum
mudah dipahami?

Apakah petunjuk teknis tersebut mudah
mengimplementasikan dalam menghadapi
perselisihansengketa hukum?

Berapa jumlah perkara hukum yang
dihadapi oleh KPUProv/Kab/Kota di
Bawaslu Provinsi/ Bawaslu
Kabupaten/Kota?

Jumlah perkara hukum yang dihadapi
oleh KPUProv/Kab/Kota di PTUN
dan/atau PTTUN?

Jumlah perkara hukum yang dihadapi
oleh KPUProv/Kab/Kota di DKPP?

Jumlah perkara hukum yang dihadapi
oleh KPUProv/Kab/Kota di
Pengadilan Negeri?

Apakah terdapat Putusan yang tidak
dapat ditindaklanjuti oleh KPU
Prov/Kab/Kota?

Jika ada:
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Hukum

Permasalahan hukum

Berapa jumlah Putusan yang tidak dapat
ditindaklanjutioleh KPU Prov/Kab/Kota?

Apa saja kendala dalam
menindaklanjuti Putusantersebut oleh
KPU Prov/Kab/Kota?

Apakah terdapat sengketa hukum baru
setelah tindaklanjut putusan oleh KPU
Prov/Kab/Kota?

Apakah terdapat perkara hukum yang
dimenangkanoleh KPU Prov/Kab/Kota?

Jika ada:

Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang
dimenangkanKPU Prov/Kab/Kota di
Bawaslu Prov/Kab/Kota?

Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang
dimenangkanKPU Prov/Kab/Kota di
PTUN?

Berapa Jumlah Perkara Gugatan yang
dimenangkanKPU Prov/Kab/Kota di DKPP
?

Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang
dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di
Pengadilan Negeri?

KELEMBAGAA
N

Pembekal
anKPU
Prov/Kab/K
ota

Orientasi Tugas
AnggotaKPU
Provinsi,
Kabupaten/Kota

Apakah seluruh Anggota KPU
Provinsi, KPUKabupaten/Kota
mengikuti Orientasi Tugas ?

Apakah Modul Ortug mudah dipahami?

Apa kekurangan/kelemahan yang anda
rasakan dalampelaksanaan Orientasi
Tugas?

Pembentuk
anBadan
Adhoc

Peraturan Teknis

Apakah instrumen/aturan pembentukan
Badan Adhocmudah dilaksanakan?

Jika tidak, pada bagian mana dalam
regulasi tersebutyang sulit
diimplementasikan?

Apa kendala dalam pembentukan Badan
Adhoc?

Pembekalan Badan

Adhoc

Apakah materi bimbingan teknis
pembentukan BadanAdhoc dapat
membantu penyelenggaraan
pembentukan badan adhoc?

Jika tidak, pada bagian mana dalam
materi bimtektersebut yang sulit
dipahami?

Apakah kendala dalam penyelenggaraa
bimbinganteknis?

Apakah Modul Bimtek KPPS mudah
dipahami?

Apakah Modul Bimtek PPS mudah dipahami?

Jika tidak, pada bagian mana dalam
materi bimtektersebut yang sulit
dipahami?

Apakah satuan kerja membentuk
helpdeskpembentukan Badan
Adhoc?

Helpdesk Apakah helpdesk pembentukan Badan
Adhoc bekerjadengan baik?
Apakah satuan kerja melakukan supervisi
Monev dan monitoring terhadap wilayah yang
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Pembentukan
Badan Adhoc

mengalami kendaladalam pembentukan?

keterpenuhan
BadanAdhoc

Berapa Jumlah Kebutuhan Badan Adhoc ?

Jumlah Kebutuhan PPK

Jumlah Kebutuhan PPS

Jumlah Kebutuhan Pantarlih

Jumlah Kebutuhan KPPS

Keterpenuhan
jumlah Pendaftar
Badan Adhoc

Berapa Jumlah Pendaftar Badan Adhoc ?

Jumlah Pendaftar untuk PPK

Jumlah Pendaftar untuk PPS

Jumiah Pendaftar untuk Pantarlih

Jumlah Pendaftar untuk KPPS

Ketertambatan
PenetapanBadan
Adhoc

Apakah ada
Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS yang

terlambat melakukan penetapan Badan
Adhoc?

Jumlah Kecamatan yang mengalami
kendala dalampembentukan PPK?

Jumlah Desa/Kelurahan yang
mengalami kendaladalam
pembentukan PPS?

Jumlah Desa/Kelurahan yang
mengalami kendaladalam
pembentukan Panatrlih?

Jumlah Desa/Kelurahan yang
mengalami kendaladalam
pembentukan TPS?

persentase Jumlah
BadanAdhoc yang
sesuai dengan
persyaratan

Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar
dengan persyaratan yang diberikan diskresi
melalui jalur mandiri? (pemberian syarat
calistung, dokumen surat kesehatan,
domisili wilayah, dan pendaftaran non-
mandiri yang tidak sesuai KTP - Monitoring
jumlah pemenuhan dengan pemberian
diskresi berupa ketentuan pendidikan,
kesehatan, dan domisili maupun
pendaftaran non-mandiri untuk melihat
faktual kemampuan dalam pemenuhan
administrasi yang telah ditetapkan)

Jika ada:

berapa Jumlah anggota PPK yang
mendaftar dengandiberikan diskresi pada
persyaratan?

berapa Jumlah anggota PPS yang
mendaftar dengandiberikan diskresi pada
persyaratan?

berapa Jumlah anggota Pantarlih yang
mendaftardengan diberikan diskresi
pada persyaratan?

berapa Jumlah anggota KPPS yang
mendaftar dengandiberikan diskresi pada
persyaratan?

Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar
melalui jalurpenunjukan/kerja sama?
(pemenuhan kebutuhan
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persentase Jumlah
BadanAdhoc yang
sesuai dengan
persyaratan

dengan penggunaan
penunjukan/kerja sama
dikarenakan kekurangan jumlah
pendaftar)

Jika ada:

Berapa Jumiah anggota PPK yang
direkrut melaluijalur penunjukan/kerja
sama?

Berapa Jumlah anggota PPS yang
direkrut melaluijalur penunjukan/kerja
sama?

Berapa Jumlah anggota Pantarlih yang
direkrut melaluijalur penunjukan/kerja
sama?

Berapa Jumlah anggota KPPS yang
direkrut melaluijalur penunjukan/kerja
sama?

persentase Jumlah
BadanAdhoc yang
sesuai dengan
persyaratan

Berapa jumlah nilai rerata tes tertulis
dalam seleksi PPK/PPS? (Nilai rerata dari
seluruh jumlah nilai dibagijumlah peserta -
Monitoring jumlah daerah yang mengatami
kekurangan dan jumlah anggota badan
adhoc hasil dari penunjukan/kerja sama
serta melihat rerata kompetensi obyektif
badan adhoc

Rerata Nilai Tes Tertulis PPK pada
pelaksanaanseleksi tertulis?

Rerata Nilai Tes Tertulis PPS pada
pelaksanaanseleksi tertulis?

persentase
penggunaanCAT

Berapa jumlah Kecamatan yang
melakukan tes berbasis komputer
pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah
wilayah kerja yang melaksanakan CAT)

Jumlah Kecamatan yang melaksanakan
CAT padaseleksi PPK?

Jumlah Kecamatan yang tidak
melaksanakan CATpada seleksi PPK?

Alasan tidak melaksanakan CAT

Berapa jumlah Desa/Kelurahan yang
melakukan tesberbasis komputer pada
tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah
kerja yang melaksanakan CAT)

Jumlah Desa/Kelurahan yang
melaksanakan CATpada seleksi PPS?

Jumlah Desa/Kelurahan yang tidak
melaksanakan CATpada seleksi PPS?

Alasan tidak melaksanakan CAT

persentase calon
yangsebelumnya
pernah menjadi
badan adhoc

Berapa persen jumlah Badan Adhoc yang
pernah menjadi penyelenggara pemitu
sebelumnya? (Jumlahanggota Badan
Adhoc yang pernah menjadi
penyelenggara sebelumnya)

Jumlah anggota PPK yang pernah
menjadi BadanAdhoc?

Jumlah anggota PPS yang pernah
menjadi BadanAdhoc?

Jumlah anggota Pantarlih yang pernah
menjadi PPSAdhoc?

Jumlah anggota KPPS yang pernah
menjadi BadanAdhoc?

Berapa persen Jumlah Badan Adhoc
yang menyampaikan laporan periodik

bulanan? (JumlahPPK/Kecamatan dan
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persentase jumlah
BadanAdhoc yang
menyampaikan
laporan evaluasi
kinerja sesuai
ketentuan

PPS/Desa/Kelurahan yang
menyampaikan laporan periodik
bulanan)

Jumlah PPK/Kecamatan yang
menyampaikan laporantepat waktu?

Jumtah PPK/Kecamatan yang tidak
menyampaikanlaporan/dibantu
pembuatan laporan?

Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang
menyampaikan laporan tepat waktu?

Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak
menyampaikan laporan/dibantu
pembuatan laporan?

Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan
laporan tepatwaktu?

Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan
laporanterlambat?

Jumlah KPPS/TPS yang tidak
menyampaikanlaporan/dibantu
pembuatan laporan?

persentase jumlah
BadanAdhoc yang
menyampaikan
laporan evaluasi
kinerja sesuai
ketentuan

Berapa persen Jumlah Badan Adhoc yang
telah menyampaikan evaluasi kinerja
sesuai dengan ketentuan? (Jumlah
PPK/Kecamatan dan
PPS/Desa/Kelurahan yang
menyampaikan evaluasikinerja di akhir
masa kerja)

Jumlah PPK/Kecamatan yang tidak
menyampaikanevaluasi kinerja?

Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang
menyampaikanevaluasi kinerja tepat
akhir masa kerja?

Jumlah PPS/Desa/Kelurahan
yang tidakmenyampaikan
evaluasi kinerja?

Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan
evaluasikinerja tepat akhir masa
kerja?

Jumlah KPPS/TPS yang tidak
menyampaikan evaluasikinerja?

persentase jumlah
BadanAdhoc yang
menyampaikan
laporan evaluasi
kinerja sesuai
ketentuan

Berapa persen jumlah PPK/PPS yang
membangun hubungan kerja dengan baik
dalam internalnya? (Jumlah
PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan
yang memiliki internal yang harmonis
tanpa ada konflikyang diketahui dengan
hitungan Kecamatan/Desa/Kelurahan
bukan perorangan)

Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki
hubungankerja yang baik dalam
internalnya?

Jumlah KPPS/TPS yang memitiki hubungan
kerja yangbaik dalam internalnya?

Berapa persen jumlah PPK/Kecamatan
mendapatkan laporan dan aduan
masyarakat terhadap kinerja dalam
melaksanakan tahapan?

Jumlah PPS/Desa/Kelurahan
mendapatkan laporandan aduan
masyarakat terhadap kinerja dalam

melaksanakan tahapan?
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persentase
penegakan kode
etik, kode
perilaku,
sumlah/janji, dan
pakta integritas
bagi Badan Adhoc

Jumlah KPPS/TPS mendapatkan laporan
dan aduanmasyarakat terhadap kinerja
dalam melaksanakan tahapan?

Jumlah PPK/Kecamatan diputus bersalah
atas dugaanpelanggaran pemilu?

Jumlah PPS/Desa/Kelurahan diputus
bersalah atasdugaan pelanggaran
pemilu?

Jumlah KPPS/TPS diputus bersalah
atas dugaanpelanggaran pemilu?

Apakah ada PPK/PPS/KPPS yang
diberhentikansecara tidak hormat?

Jika ada, berapa Jumlah
PPK/Kecamatan yangdiberhentikan
secara tidak hormat?

Jika ada, berapa Jumlah
PPS/Desa/Kelurahan yangdiberhentikan
secara tidak hormat?

Jika ada, berapa Jumlah
KPPS/TPS yangdiberhentikan
secara tidak hormat?

Apakah ada PAW pada Badan Adhoc yang
dilakukan?

Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota
PPK yangdiangkat?

Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota
PPS yangdiangkat?

Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota
KPPS yang diangkat?

penyaluran dana
Pemilu 2024 kepada
badan adhoc

Apakah penyaluran anggaran untuk
badan adhocsudah sesuai dengan
jadwal waktu yang telah ditentukan?

Apakah anggaran yang disaturkan
kepada badan adhoc sudah sesuai
dengan kebutuhan kegiatan dibadan
adhoc?

Jika tidak, pada bagian mana dalam
anggaran tersebutyang kurang mencukupi?

taporan
pertanggungjaw
abanbadan
adhoc

Berapa persen jumlah badan adhoc
yang telahmenyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan
secara tepat waktu?

Apakah laporan pertanggungjawaban
yang disampaikan oleh badan adhoc
sudah sesuai denganpetunjuk teknis
tentang pengelolaan keuangan?

Apakah format laporan
pertanggungjawaban keuanganmudah
dipahami oleh badan adhoc?

Apa Kendala yanga dihadapai dalam
pembuatan pertanggungjawaban oleh
badan adhoc?

Berapa persen jumlah badan adhoc
yang telahmenyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan
secara tepat waktu?

Apakah laporan pertanggungjawaban yang
disampaikan oleh badan adhoc sudah
sesuai denganpetunjuk teknis tentang
pengelolaan keuangan?
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Penggunaan
Aplikasi Sistem
Informasi
Pertanggungjawa
ban Badan Adhoc
(SITAB)

Apakah badan adhoc menggunakan
aplikasi SITAB dalam menyampaikan
laporan pertanggungjawaban keuangan
Pemilu 20247

Apakah aplikasi SITAB mempermudah
penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemitu
20247

Apakah sarana dan prasarana yang
dimiliki badan adhoc memadai dalam
penggunaan aplikasi SITAB?

Pembebanan atas
akunbelanja pada
kegiatan tahapan
Pemilu

Apakah akun belanja yang digunakan
sesuai denganbukti pertanggungjawaban
yang disampaikan oleh badan adhoc
kepada KPU Kabupaten/Kota?

SDM pengelolaan
keuangan di badan
adhoc

Apakah Metode pelaksanaan Bimtek
pengelolaan keuangan badan adhoc
secara berjenjang efektif dalam
membangun pengetahuan dan
keterampitanbadan adhoc?

Jika tidak, apa kendala yang anda hadapi?

Berapa persen jumlah KPU
Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang
telah di bimtek oleh KPU Provinsi?

Berapa persen jumlah badan adhoc
yang telah dibimtek oleh KPU
Kabupaten/Kota?

Apakah petunjuk teknis
pertanggungjawaban keuangan
bermanfaat untuk mengingkatkan
keterampilan badan adhoc dalam
menyusun laporanpengelolaan keuangan?

Sistem informasi
yang digunakan

Apa saja Sistem Informasi KPU yang
dipergunakanoleh KPU Prov/Kab/Kota?

Apa kendala yang dihadapi dalam
penggunaan sisteminformasi KPU oleh KPU

IS:]?E?; sebagai alatbantu  |Prov/Kab/Kota?
asi dalam proses Apa saja Sistem Informasi KPU yang
tahapan pemilu dipergunakanoleh KPU Prov/Kab/Kota?
Apakah kebutuhan PPK dan pejabat
pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah
Efgi?:;aﬁﬁpu terpenuhi untuk seluruh satker di
’ iq?
Kab/Kota yang Indonesia? -
mempunyai ASN Berapa persen tingkat kelulusan pada
bersertifikat PBJ pelaksanaanpelatihan PBJ?
minimal 50% dalam |APakah metode pembelajaran efektif
satu Provinsi di untuk menunjangtingkat kelulusan?
wilayahnya
Apakah pelaksanaan E-Catalog
Pengada Pelaksanaan PBJ Nasional telahdilakukan probity
an Audit oleh APIP?
Barang Apakah logistik yang dikontrakkan telah
danJasa o sesuai dengankebutuhan?
Kesamaan spesifikasi | Apakah Spesifikasi logistik yang diterima
dankecukupan telah sesuaidengan kontrak?
logistik Pemilu
Apakah Laporan Keuangan tingkat UAPA,
UAPA Es-I, UAPPA-W, dan UAKPA telah
disusun sesuai dengan:
Laporan Laporan Keuangan  |Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Keuan KPU
an 8 Provinsi/kab/Kota Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-

undangan

Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan
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atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sistem Pengendalian Intren yang memadai

Apakah KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota telah menyusun serta
menyampaikan PIPK secara tepat waktu?

Apakah KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota menyelenggarakan bimtek
penyusunan laporan keuangan
(semester,triwulan, dan tahunan)?

Apa kendata yang dihapadi dalam menyusun
laporan keuangan?

lApakah pelaksanaan penatausahaan,
pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan persediaan pemilu telah
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang
berlaku?

Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota telah
menindaklanjuti temuan pemeriksaan
auditor internal atas pelaporan Persediaan
Pemilu?

Apakah pemindahtanganan dan pemusnahan
Persediaan Pemilu yang dilaksanakan KPU
Provinsi/Kab/Kota memberikan kontribusi
bagi pengelolaan aset yang (Tertib
Administrasi) optimal?

iApakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan
secara efektif untuk menunjang optimalisasi
pengelolaan aset?

Apakah upaya pengendalian pengelolaan
aset dalam rangka mengurangi resiko audit
sudah dilakukan dengan (tertib
administrasi) optimal?

Apakah jumlah SDM pengelola persediaan
Pemilu KPU Provinsi/Kab/Kota sudah cukup
tersedia?

iApakah SDM KPU Provinsi/Kab/Kota yang
tersedia memiliki kompetensi yang
dibutuhkan dalam pengelolaan persediaan
Pemilu?

Apakah telah tersedia cukup sarana
prasarana (tanah, gedung, peralatan mesin,
jaringan ATB dan Aset lainnya) yang
memadai dalam penyelenggaraan Pemilu di
KPU Provinsi/Kab/Kota?

Apakah pemenuhan sarana yang disediakan
pemerintah pusat/pemerintah daerah
mempengaruhi kualitas penyelenggaraan
Pemilu?

r&pakah strategi pemenuhan sarana dan
prasarana penyelenggaraan Pemilu oleh KPU
Provinsi/Kab/Kota sudah optimal?

Apa Strategi yang sudah dilakukan?

a. Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN
(persediaan pemilu)

b. realisasi PNBP dari pengelolaan BMN
(persediaan Pemilu)

c. Ketepatan waktu penyampaian Laporan
(persediaan pemilu)

d. Asuransi BMN (sarpras penyelenggaraan
Pemilu)

e. Tindak Lanjut persetujuan pengelolaan
BMN (pemindahtanganan barang Persediaan
pasca Pemilu)

f. Tindak Lanjut BMN rusak berat (tidak
digunakan/usang)
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g. BMN memiliki dokumen kepemilikan

h. penggunaan BMN sesuai ketentuan

Apakah sosialisasi strategi pencapaian IPA
oleh KPU cukup membantu KPU
Provinsi/Kab/Kota?

IApakah unit kerja anda menyusun anggaran
sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu
pada tahun 2022?

Apakah satuan kerja anda pernah
mengajukan revisi DIPA pada Tahun

nggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan
@emilu?

Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda
melakukanrevisi DIPA pada Tahun
Anggaran 2022 untuk kebutuhan
Tahapan Pemilu?

Berapa persen penyerapan DIPA di satuan
kerja anda pada Tahun Anggaran 2022
untuk kebutuhan TahapanPemilu?

Apakah petunjuk teknis penggunaan
anggaran telah sesuai dengan kebutuhan
satuan kerja KPU Provinsi dan KPU
Kahupaten/Kota?

Apakah satuan kerja KPU memahami
petunjuk teknispenggunaan anggaran?

Apakah penggunaan anggaran DIPA di
satuan kerjaanda pada Tahun Anggaran
2022 sudah sesuai dengan petunjuk
teknis yang berlaku?

Apakah rencana anggaran biaya (RAB)
yang disusunsudah sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan?

Apa hambatan/kendala yang
ditemui dalampenyusunan
program dan anggaran?

Anggaran 2023

Apakah unit kerja anda menyusun
anggaran sesuai dengan kebutuhan
tahapan Pemilu pada tahun 2023?

Apakah satuan kerja anda pernah
mengajukan revisiDIPA pada Tahun
Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan
Pemilu?

Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda
melakukanrevisi DIPA pada Tahun
Anggaran 2023 untuk kebutuhan
Tahapan Pemilu?

Berapa persen penyerapan DIPA di satuan
kerja anda pada Tahun Anggaran 2023
untuk kebutuhan TahapanPemilu?

Apakah petunjuk teknis penggunaan
anggaran telah sesuai dengan kebutuhan
satuan kerja KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota?

Apakah penggunaan anggaran DIPA di
satuan kerjaanda pada Tahun Anggaran
2023 sudah sesuai dengan petunjuk
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teknis yang berlaku?

Apakah rencana anggaran biaya (RAB)
yang disusunsudah sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan?

Apa hambatan/kendala yang
ditemui dalampenyusunan
program dan anggaran?

Kerja sama

Ketersediaan
dokumen

Apakah tersedia pedoman teknis
penyusunan dokumen kerjasama
(penyusunan MOU dan PKS)?

Juknis

Apakah pedoman teknis penyusunan
dokumenkerjasama tersebut dapat
dipahami?

Apakah terdapat hal-hal yang belum
diatur  dalam pedoman  teknis
penyusunan  dokumen  kerjasama
tersebut?

Jika iya, jelaskan!

Pelaksanaan kerja
sama

Apakah ruang lingkup kerja sama dalam
MOU danPKS sudah terlaksana?

Apakah tindaklanjut kerja sama yang
dilaksanakandengan stakeholders sudah
sesuai dengan ruang lingkup yang
ditetapkan?

Apakah kerjasama yang telah dilakukan
disertai dengan dokumen kerjasama
(MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan
Juknis)

Sebutkan kegiatan tindaklanjut
kerjasama yangdilaksanakan dengan
stakeholder!

Apa saja kendala yang dihadapi dalam
melaksanakankerja sama yang telah
disepakati?

Apa saja hasil dari pelaksanaan kerjasama

Apa dampak dari kegiatan kerjasama
yang telahdilakukan?

Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU
dan PKS)yang telah disusun dalam
mendukung pelaksanaan Pemilu?

Sebutkan Nama Lembaga Pemerintah
dan Non Pemerintah yang telah
bekerjasama dengan disertaidengan
dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak,
Berita acara dan Juknis)

Apa saja kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan kerjasama antara KPU
Prov/Kab/Kota dengan instansipemerintah
daerah?

Apakah (MoU dan PKS) telah dilakukan
reviu oleh APIP?

Apakah tersedia dokumen Standar
Operasional Prosedur disetiap Unit
kerja?

Apakah Standar Operasional Prosedur yang
disusun telah sesuai dengan Peraturan
Menteri PANRB Nomar 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan?
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Standard
Operatio
anl
Procedur
e

Ketersediaan
dokumen

Berapa Jumlah SOP yang telah
disusun danditetapkan?

Apa saja kendala dalam penyusunan SOP?

Pelaksanaan

Apakah SOP tersebut telah
diimplementasikan?

Apa saja kendala dalam
pengimplementasian SOP?

Apakah dilakukan Reviu dan Evaluasi
SOP setiaptahun?

Apa dampak SOP yang telah disusun
terhadapPeningkatan kinerja?

Monev
kelembaga
an

Penggunaan
aplikasimonev

Apakah satker melaporkan secara
berkala capaianoutput program dan
kegiatan melalui aplikasi Monev/SMART
Kemenkeu dan e-Monev Bappenassecara
tepat waktu?

Apa kesulitan/kendala dalam
menggunakan aplikasi Monev/SMART
Kemenkeu dan e-Monev Bappenas?

Apa kendala dalam membuat laporan
Manev (capaianoutput) secara berkata?

Apakah satker memiliki SDM yang
bersertifikasi?

Pelaksanaan monev

Apakah KPU secara rutin melakukan
monitoring danevaluasi terkait realisasi
capaian output?

Apakah ada tindaklanjut dari hasil evaluasi
capaianoutput pada unit kerja?

berapa unit kerja yang menindaklanjuti
hasil evaluasicapaian output?

Bagaimana cara menindaklanjuti
hasil evaluasicapaian output?

Nilai Kinerja

Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU
Provinsi/KPUKabupaten/Kota pada Tahun
20222

Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU
Provinsi/KPUKabupaten/Kota pada Tahun
20237

Pelaporan
kelembaga
an

Penyusunan Laporan

Apakah LKjIP disusun tepat waktu ?

Apakah LKjIP disusun sesuai dengan
Permenpan RBNomor 53 Tahun 2014 ?

Apakah program yang dilaksanakan
sesuai denganIndikator Kinerja Utama
dan Indikator Kinerja Kegiatan?

Apakah LKjlP telah mendukung dalam
penerapangood governance?

Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja
internal telahdillaksanakan?

Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja
menggunakanaplikasi e-SAKIP Reviu?

Apakah penilaian LKjIP mencapai target
tahunan yangtelah ditetapkan?

Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan
Evaluasi program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota
melalui aplikasi(e-Monev Bappenas dan
SMART DJA)?

Apakah penyusunan dokumen laporan telah
dilakukan pada setiap kegiatan monitoring
dan evaluasi kegiatan tahapan?
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Apakah Laporan Keuangan setiap Semester
dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama
KPU?

\Apakah Laporan PIPK telah dilakukan Reviu
oleh Inspektorat Utama KPU?

Apakah kebutuhan PPK dan pejabat
pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah
terpenuhi untuk Satker KPU
Kabupaten/Kota?

lApakah dampak pelaksanaan RB terhadap
organisasi?

\Adakah kendala dalam pelaksanaan RB ?

Apakah satker telah membentuk tim
Reformasi Birokrasi?

Apakah pembentukan Tim RB membantu
mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di KPU?

Apakah SOTK sudah sesuai kebutuhan?

Apakah terdapat duplikasi terhadap tugas
dan fungsi dalam struktur organisasi ?

Apakah SOTK telah mewujudkan
keberimbangan beban kerja antar unti
kerja?

Berapa persentase Penyederhanaan Struktur
Organisasi?

r&pakah penyederhanaan struktur organisasi
meningkatkan kinerja?

Apa dampak pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisasi terhadap pelaksanaan
tugas?

lApakah evaluasi kelembagaan sudah
dilaksanakan berdasarkan pedomean
evaluasi kelembagaan sesuai permenpanrb
20/2018?

Apakah dilakukan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di KPU ?

Apakah ada Rekomendasi hasil Evaluasi
Pelayanan Publik di KPU?

Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?

Berapa Nilai Capaian Indeks Pelayanan
Publik KPU? (Skala 1-5)

Apakah setiap Unit Kerja di Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kab/Kota telah
melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat
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(SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan SKM Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik?

Apakah terdapat Rekomendasi pada hasil
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)?

lApakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?

Berapa Nilai Capaian Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM)? (Pertanyaan

terbuka)

Tabel 2.1. Dimensi, Indikator, Sub-Indikator dan Pertanyaan
Evaluasi untuk KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
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BAB.III
HASIL EVALUASI

A. EVALUASI TAHAPAN DAN NON TAHAPAN

Penyelenggaraan evaluasi Pemilu serentak tahun 2024, dilakukan dengan menggunakan
dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survey internal, dan kedua
adalah penggalian data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun
{focus group discussion) dengan melibatkan pihak eksternal. Data yang diperoleh
selanjutnya dianalisa untuk menghasitkan potret proses penyelenggaraan tahapan pemilu
dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Hasil analisa tersebut akan
disajikan secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisa atas
dimensi tahapan dan non-tahapan pemilu, dimensi kelembagaan dan dimensi

eksternalitas.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 dilaksanakan
dengan mengisi kuisioner dimana pertanyaan mencakup indikator tahapan pemilu dan

sub-indikator yang meliputi aspek-aspek penting di dalam masing-masing tahapan pemilu

1. Tahapan Pendaftaran Pemilih Evaluasi terhadap dimensi tahapan pemilu pada

indikator tahapan pendaftaran pemilih melibatkan sub-indikator yang terdiri atas :

a) Regulasi teknis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomar 7 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri
b) Ketepatan waktu pembentukan Pantarlih

¢) Kesesuaian jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS

d) Kendala dalam rekrutmen Pantartih

e) Persentase kesesuaian data bahan coklit dengan hasil coklit yang dilaksanakan
Pantarlih

f) Ketercukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih;
g) Kepatuhan Pantarlih terhadap ketentuan perundang-undangan

h) Persentase penggunaan e-coklit oteh Pantarlih

i) Ketepatan waktu penetapan DPS dan DPT

j) Akses masyarakat terhadap cekdptonline

k) Masukan Masyarakat untuk perbaikan DPS dan DPT

1) Tindaklanjut KPU atas masukan masyarakat
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m) Kepatuhan hukum (kejadian pelanggaran pemilu) dalam pendaftaran pemilih;
n) Tindak lanjut putusan Bawaslu.

Indikator pertama yaitu mengenai Regulasi teknis Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Negeri. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dalam hal ini
mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih dan juga Surat Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri. Pemutakhiran Data Pemilih
dapat

berjalan dengan baik dan lancar, diantaranya Penetapan Daftar Pemilih Sementara
(DPS}), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
dilakukan dengan tepat waktu sesuai tahapan pemilu 2024 yang telah ditentukan dan

tanpa ada persoalan yang tidak bisa diatasi.

indikator selanjutnya pada kegiatan pendaftaran pemilih yaitu indicator tahapan pada
proses penyusunan dafatar pemilih. Penyusunan daftar pemilih diawali dengan
diturunkannya Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) oleh Kementerian Dalam
Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang kemudian diteruskan ke
Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bentuk awal pengimplementasian
pemutakhiran dara pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka membentuk
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana pada tahapan jadwal Pemilu Serentak
Tahun 2024 yang sudah ditetapkan. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan
ujung tombak dari Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan Pemutakhiran serta
Pencocokan Data Pemilih seacara door to door. Dalam hal ini rekruitmen petugas
pemutkahiran data pomilih dilakukan sesuai dengan jadwal dan terlaksanakan tepat
waktu dan memadai serta bisa dilaksanakan. Dalam proses rekuitmen petugas pantarlih
terdapat beberapa kendala salah satunya yaitu adanya penggunaan aplikasi E-Coklit yang
mengharuskan petugas pemutakhiran data pemilih memiliki alat komunikasi yang
memadai seperti handphone android. Kemudian sebelum petugas pemutakhiran data
pemilih bekerja scara door to door, Komisi Pemilihan Umum melakukan Bimbingan
Teknis Pencocokan dan Penelitian serta Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu
Serentak Tahun 2024. kegiatan tersebut dihadiri oleh PPK Se-Kabupaten Sikka yang
kemudian selanjutnya PPK meneruskan untuk melanjutkan Bimbingan Teknis terkait hal
tersebut kepada PPS dan kemudian kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(PANTARLIH). Tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk memberikan pengetahuan
awal kepada badan adhoc agar dalam pelaksanaan Pemutakhiran serta pencocokan dapat

berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, diketahui bahwa Pantarlih menggunakan aplikasi E-
Coklit di wilayah Kabupaten Sikka dengan persentase 100%.

Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
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dan Sistem Informasi Sidalih. Pemutakhiran Data Pemilih dimulai dengan kegiatan masa
pencocokan dan penelitian (coklit). Setelah masa pencocokan dan penelitian selesai
dilakukan maka dilanjutkan dengan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dengan masa
waktu sejak Tanggal 8 Maret s.d 5 April 2023. Pada masa ini KPU KPU Kabupaten Sikka

melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Hasil Rapat Pleno tersebut, menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan total
pemilih sebanyak 244.411 dengan total pemilih Laki-Laki sebanyak 115.541 dan total
Pemilih Perempuan sebanyak 128.870 yang tersebar pada 21 Kecamatan dan194
Desa/Keturahan.

Dilanjutkan dengan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan (DPSHP) di tingkat Kecamatan. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Kecamatan dilaksanakan di

kantor Kecamatan masing-masing, yang terdapat di 21 Kecamatan se-Kabupaten Sikka.

Kemudian di tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Rekapitulasi dan
Penetapan Daftar Pemilh Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sikka
diperoleh total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 244.222, dengan total jumlah
pemilih Laki-Laki sebanyak 115.264 dan total pemilih Perempuan sebanyak 128.958 yang
tersebar di 21 Kecamatan dan 194 Desa/Kelurahan di Kabupaten Sikka. Kegiatan ini
dihadiri oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, para Kasubbag serta jajaran staff, serta dihadiri oleh
Bawaslu Kabupaten Sikka, Forkopimda, PPK Se-Kabupaten Sikka yang dalam hal ini di
hadiri oleh Ketua PPK, Divisi Data dan PPK.

Dalam proses pendaftaran peserta pemilu yang terdiri dari proses pencalonan Anggota
DPRD Kabupaten Sikka, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
melakukan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pencalanan kepada peserta Pemilu Serentak
Tahun 2024 serta Stakeholder terkait. Proses pencalonan dibantu dengan menggunakan
aplikasi Sisrem Informasi Pencalonan (SIPOL). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
memberikan akses penggunaan Sipol kepada peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bawaslu
Kabupaten Sikka. Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024,
Komisi Pemilihan Umum melakukan Verifikasi Faktual terhadap partai politik calon
peserta Pemilu yang lulus administrasi serta selalu berkoordinasi dengan Partai Politik
Calon Peserta Pemilu terutama dalam verifikasi faktual. Sebagai aplikasi untuk
memudahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tahapan
pendaftaran calon anggota DPRD, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menggunakan
Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon yaitu sebuah sistem dan
teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, Anggota DPD, Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di
tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau' KPU Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka membuka layanan helpdesk terkait konsultasi Pengajuan Persyaratan
Bakal Calon. Selanjutnya Memberikan akses Silon kepada Partai Politik Peserta Pemilu

Tingkat KPU Kabupaten Sikka dan Bawaslu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
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untuk proses pengawasan. Selanjutnya Partai Politik melakukan penginputan data dan
pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Silon termasuk Persyaratan administrasi
Bakat Calon Anggota DPRD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. Pada Tahapan
Penetapan Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
sesuai dengan tingkatannya pada tahun 2023 telah menetapkan dan mengumumkan dari
17 (Tujuh Belas) partai politik yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sikka, terdapat Calon Anggota DPRD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sesuai
dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 309 Tahun 2023
tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sikka pada Pemilu Tahun 2024 telah dilakukan melalui halaman
website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Media Sosial, serta Media Cetak
(Koran). Pada tahapan Pencalonan tidak terdapat pelanggaran dan sengketa TUN Pemilu.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka juga melakukan koordinasi dengan Stakeholder
terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Pengadilan. Pada
tahapan ini tidak terdapat tanggapan Masyarakat. Pasca masukan dan tanggapan
masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Politik kembali diberikan
kesempatan melakukan penggantian dan perbaikan terhadap Daftar Calon Sementara
yang tidak memenuhi syarat. Dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
melakukan rancangan pencermatan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap
(DCT). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT)
terdapat perubahan dikarenakan adanya Daftar Calon Tetap yang meninggal dunia, yang
kemudian ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 8
Tahun 2024 tentang Perubahan ke Dua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka Nomor 309 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daeran Kabupaten Sikka dakan Pemilu Tahun 2024. Terkait
Pemungutan dan Penghitungan Suara sebelumnya telah dilakukan Kegiatan Bimbingan
Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
serta Penggunaan Sirekap dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka sebagai lembaga Negara yang bertugas membantuy Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu juga memiliki peran dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah. Dalam
hal ini sosialisasi/ pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka tentu menjadi landasan yang paling tepat guna dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat terutama Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
Pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
berupa sosialisasi tahapan dalam Pemilu, Sosialisasi terkait Aplikasi Siakba dan lain
sebagainya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melakukan sosialisasi
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Peratuan KPU Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada Stockholder,
Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Partai Politik. Dalam melaksanakan
sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, merujuk pada Renstra dengan
memetakan kelompok sasaran yang akan dituju. Pada pelaksanaan sosialisasi, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sikka mencapai 60-70 % berdasarkan kelompok sasaran
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1. Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah ketersediaan Aparatur Sipit Negara
(ASN) yang mendukung pelaksanaan segala tugas dari Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka, baik dukungan administrasi maupun dukungan teknis. Hal ini
diperlukan mengingat wilayah Kabupaten Sikka sendiri yang luas dan padat.
Tentu dibutubkan ketercukupan jumiah personil dan tenaga pendukung yang
diharapkan dapat menunjang semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai tahapan
kepemiluan;

2. Badan Adhoc untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana amanat dari
Undang-Undang dan Juknis Komisi Pemilihan Umum sendri, maka pada tingkat
Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), diperlukan
adanya ketersediaan badan adhoc mulai tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan
dan TPS tersebut dalam pelaksanaan pemilihan di wilayah KPU Kabupaten Sikka.
Hal tersebut selalu dilakukan apabila telah memasuki tahapan kepemiluan,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melaksanakan seleksi badan adhoc
sesuai tingkatan tersebut. Dari beberapa pengalaman, khusus untuk tingkat
Desa/ Kelurahan masih ditemukan beberapa kekurangan pelamar saat
pendaftaran dibuka, hal ini tentu menyulitkan bagi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka dalam merekrut badan adhoc tersebut;

3. Anggaran adalah merupakan suatu indikator dari segi dukungan pelaksanaan
suatu kepemiluan, termasuk untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka

sendiri.

C. EVALUASI EKSTERNALITAS

Faktor institusional menitik beratkan pada peran lembaga-lembaga politik yang
menentukan aturan dalam proses pemilu. Lembaga-lembaga yang meningkatkan
persaingan, seperti sistem pemilu mayoritas, cenderung memperbesar peluang
terjadinya manipulasi pemilu, sedangkan sistem pemilu proporsional terbukti dapat
mengurangi Tingkat manipulasi. Integritas pemilu cenderung lebih tinggi dalam sistem
politik yang memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang kuat, yang di
peroleh  melalui pembagian kekuasaan dan peradilan yang benar-benar
independen.Faktor-faktor akan berfokus pada Keputusan strategis yang diambil oleh
actor politik, yang dipengaruhi oleh karakteristik pemilu tertentu. Temuan mengenai
dampak kompetisi pemilu masih bervariasi, namun integritas pemilu yang memiliki
tingkat persaingan yang cukup. Pengawasan oleh media independen terbukti memiliki
efek positif yang signifikan terhadap integritas pemilu, sementara dampak pengawasan
dari pemantau pemilu menunjukkan hasil yang beragam terutama pemantau pemilu
internasional. Integritas pemilu menjadi aspek penting untuk membangun kualitas
demokrasi yang baik. Semakin baik penyelenggaraan pemilu, semakin tinggi Tingkat
kepercayaan Masyarakat terhadap politik, dibuktikan dnegan meningkatnya partisipasi
publik dalam pemilu. Integritas pemilu kerap dijadikan perhitungan. Dalam pemilu yang
secara procedural adil, warga negara merasa yakin bahwa surat suara mereka akan
dihitung dan para kandidat partai bersaing di lapangan yang setara. Namun Ketika
diyakini secara luas bahwa kecurangan atau penyalahgunaan sistematis menekan
persaingan, hasilnya dapat dianggap sebagai Kesimpulan yang sudah pasti. Setiap efek
yang muncul juga dapat diperkirakan berbeda bagi “pemenang” dan “pecundang” pemilu
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(Norris, 2014). Malpraktik dalam pemilu yang terjadi secara terus menerus, ditambah
dengan ketidakpuasan dalam sistem politik, memiliki kapasitas atas terjadinya reformasi

dalam sistem pemilu.
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BAB. IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 dan

pengisian Kuesioner yang telah dilakukan KPU Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan bahwa :

1.

Secara umum, Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lembata telah berjalan
dengan lancar sesuai tahapan dan peraturan yang ada. Namun tidak dapat dipungkiri, terdapat
berbagai permasalahan selama proses pemilu berlangsung mulai dari penyusunan daftar pemilih

hingga penetapan hasil pemilu;

2. Dimensi Kelembagaan, turut mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan pemilu berupa
ketersediaan dukungan teknis penyelenggaraan pemilu antara lain Sistem informasi kepemiluan,
perencanaan penganggaran, laporan keuangan, hingga kerjasama dengan stakeholder terkait.

3. Faktor eksternalitas yaitu keberadaan stakeholder yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2024 menjadi perhatian bersama dan menjadi bahan evaluasi selanjutnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan antara lain :

1.

Menetapkan jam kerja yang wajar agar para pegawai tidak kelelahan dalam melaksanakan
tahapan

Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung teknis kepemiluan dengan baik

Perlu meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk menjaga keharmonisan antar lembaga
demi tercapainya demokrasi yang substansial

Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan tingkat bawah (Badan Adhoc)

berdasarkan kondisi geografis daerah setempat
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BAB. IV
PENUTUP

Laporan Evaluasi Pemilu KPU Kabupaten Sikka Tahun 2024 merupakan wujud kinerja sebagai
penyelenggara pemilu dalam menjalankan fungsinya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas,
program dan kegiatannya KPU Kabupaten Sikka berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja
yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Sikka. Sekretaris KPU
Kabupaten Sikka dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Sikka, yang selalu siap memfasilitasi
dan membantu seluruh pelaksanaan kegiatan sepanjang Pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Laporan
Evaluasi Pemilu KPU Kabupaten Sikka Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian
strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Sikka sepanjaPelaksanaan Pemilu 2024. Berbagai
capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja
berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara garis besar pelaksanaan dapat
dilaksanakan dengan optimal. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat
memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan disertai dengan penggunaan
anggaran yang efisien. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat
memenuhi tujuan yang diharapkan.
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5. Kecamatan Talibura : selisih 2 (dua) pemilih. Desa Kringa atas nama Martha
Banon TPS 002 salah kode harusnya kode O (nol) tetapi dikasih kode B
sehingga pemilih baru berkurang 1 (satu). Darat gunung atas nama Theresia
Sia di data di TPS 003 tetapi dipindahkan ke TPS 005. Harusnya kode U tetapi
dikasih kode B sehingga pemilih baru berkurang 1 (satu) salah kode. Kode U
tambah 1 (satu) pemilih tidak mempengaruhi hasil.

6. Kecamatan Waigete : Hoder ada 6 (enam) salah kode B harusnya kode 0 (nol)
sehingga Pemilih baru hanya 1 (satu) bukan 6 (enam). Runut : salah kode atas
nama Yohanes Susar harusnya pemilih baru tetapi dikasih kode 0 (nol) TPS
004. Pemilih baru bertambah 1 (satu) di Runut kode Ubah berkurang 1 (satu),
kelebihan 6 (enam) orang pemilih baru di ganti menjadi pemilih aktif.

7. Kecamatan Kewapante :Namangkewa TPS 007 atas nama Bernadetha Helmi
Vita Ade llce TMS terbaca dobel. TMS dikurangi 1 (satu).

8. Kecamatan Bola : Sidalih kurang 1 (satu) pemilih Desa Bola atas nama
Yohanis Yesanto Sareng TPS 003 salah kode harusnya 0 (nol) tetapi dikasih
kode B. Pemilih baru berkurang 1 (satu).

9. Kecamatan Magepanda : selisih 15 (lima belas) salah kodefikasi 4 (empat)
pemilih aktif kadih kode B harusnya kasih kode 0O (nol). Di sidalih pemilih baru
berkurang 4 pemilih. Ada 3 (tiga) pemilih TMS dihitung sebanyak 2 (dua) kali
harusnya 1 (satu) kali sehingga ada pengurangan 3 (tiga). 16 (enam belas)
pemilih yang diberi kode U tetapi dikasih kode B salah pengkodean sehingga
pemilih Ubah berkurang 16 dan bertambah 16. Total penambahan baru
sebanyak 12 (dua belas) pengurangan pemilih keterangan U berkurang 16 dan
pemilih TMS dikurangi sebanyak 3 (tiga) orang.

10. Kecamatan Waiblama : 1 (satu) pemilih harusnya menjadi pemilih baru tetapi
dikasih kode 0 (nol) atas nama Bernabas Lucky TPS 005 Tanarawa. Dengan
demikian pemilih aktif bertambah 1 (satu) dan pemilih TMS berkurang 1 (satu).

11.Kecamatan Alok Barat : salah kodefikasi sebanyak 1 (satu) pemilih yang
seharusnya dikasih kode 0 (nol) tetapi dikasih kode U. Pemilih ubah berkurang
1 (satu).

12.Kecamatan Alok Timur : Terdapat pendobelan penghitungan pemiliih TMS di
kelurahan Beru sebanyak 4 (empat) pemilih, Kota Baru sebanyak 7 (tujuh)
pemilih, Waioti 10 (sepuluh) pemilih, Wairotang 1 (satu) pemilih, Kojagete 1
(satu) pemilih, Lepolima 1 (satu) pemilih, Parumaan 2 (dua) pemilih, Gong
Bekor 1 (satu) pemilih, dan Watu Gong 2 (dua) pemilih. TMS berkurang 29
(dua puluh Sembilan) pemilih.

13.Kecamatan Hewokloang : Desa Rubit TPS 007 atas nama Mario Renol Resi

didaftarkan sebagai pemilih baru pada tahap DPSHP, kemudian di TMSkan





















